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ABSTRAK 

   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian pelanggaran HAM berat 

masa lalu khususnya di Kasus Trisakti melalui jalur non yudisial. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan politik hukum, perundang-undangan 

dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan pemerintah menggunakan jalur non 

yudisial dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan 

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yaitu 

untuk perlindungan, pemajuan penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai 

tanggung jawab negara terutama pemerintah, kemudian pelanggaran HAM yang berat masa 

lalu belum terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta 

perlunya upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang 

terjadi untuk mewujudkan penghargaan atas nilai HAM sebagai upaya untuk menjaga 

persatuan nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, 

sebetulnya pemerintah ingin memberikan perlindungan HAM, meskipun upaya penyelesaian 

non yudisialpun didalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh para 

keluarga korban. Dalam bagian kesimpulan dipaparkan agar dibentuk Keputusan Presiden baru 

dalam rangka untuk membentuk tim yang berwenang untuk menjamin dan mengawasi 

terlaksananya program bantuan yang sudah diluncurkan oleh Tim PKPHAM dan lembaga-

lembaga terkait serta dalam rapat yang dilakukan oleh Tim dengan lembaga-lembaga terkait 

sebaiknya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tidak dilakukan secara delegasi maupun 

mandat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian hasil rapat 

maupun informasi dari pihak yang diberikan mandat atau delegasi kepada pihak yang 

berwenang dalam hal tersebut sehingga birokrasi tidak terlalu berbelit-belit dan menghasilkan 

keputusan yang cepat dan tepat.  

 

Kata kunci: Pelanggaran, HAM berat, Peristiwa Trisakti, Non Yudisial 
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ABSTRACT 

 

This research aims to find out the implementation of the settlement of past gross human rights 

violations, especially in the Trisakti Case through non-judicial channels. This research uses 

normative legal research methods with legal political, legislative and conceptual approaches. 

The results show that the reasons for the government to use non-judicial channels by issuing 

Presidential Decree Number 17 of 2022 concerning the Establishment of a Non-Judicial 

Settlement Team for Past Gross Human Rights Violations are as follows For the protection, 

promotion, enforcement and fulfillment of human rights as the responsibility of the state, 

especially the government, then past gross human rights violations have not been resolved 

completely, causing legal uncertainty, and the need for alternative efforts other than judicial 

mechanisms by disclosing violations that occur to realize respect for human rights values as 

an effort to maintain national unity. Based on Presidential Decree No. 17 of 2022 on the 

Establishment of a Non-Judicial Settlement Team for Past Gross Human Rights Violations, the 

government actually wants to provide human rights protection, even though the non-judicial 

settlement efforts have not been implemented as expected by the families of victims. In the 

conclusion, a new Presidential Decree is presented in order to establish a team with the 

authority to ensure and supervise the implementation of the assistance programs that have 

been launched by the PKPHAM Team and related institutions, and the meetings held by the 

Team with related institutions should be conducted by authorized officials, not by delegation 

or mandate. This is intended to avoid errors in the delivery of meeting results or information 

from the party given the mandate or delegation to the party authorized in this matter so that 

the bureaucracy is not too convoluted and produces quick and precise decisions. 
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